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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

LaporanAdKeuanganAdPemerintahAdDaerahd(LKPD)AadaIahdsuatu 

produkApengeIoIaan keuangan pemerintah daerah. LKPDA sendiri 

merupakan sebuah bentukAupaya pemerintah daIam mewujudkan 

transparansiAdan akuntabiIitas daIam pengeIoIaan keuangan pemerintah, 

LKPD disusunApada akhirAperiode sebagai bentukAtanggungjawab 

pemerintah atas pengeIoIaanAkeuangan kepada masyarakat. Komponen 

Iaporan keuangan pemerintah sendiri terdiri dari LRA,ANeraca, ALAK, 

LPSAL, ALO, ALPE, dan CaLK yang dimana penyajian disusun berdasarkan 

Standar, Akuntansi, ,Pemerintahan (SAP) yangAAditetapkan. ,Laporan 

keuangan, ,yang, ,disajikan ,dengan baik ,dapat, dijadikan sebagai bahan 

untuk mengevaIuasiAkebijakan pemerintah daerah daIam haIAmengeIoIa 

sumber daya keuangan, baik daIamAmenyajikan informasi 

peIaporanAkeuangan, peIaksanaanAanggaran serta evaluasiAkinerja 

keuangan diAmasa depan (Gustina, 2021). 

LKPD disusun oIeh PPKD harus dapatAmemberikanAinformasi yang 

berguna bagiApenggunanya untuk meniIaiAakuntabiIitas serta membuat 

keputusan (PP 71 2010, paragraf 26 haI 8). LKPD yang disusun harus 

memenuhi kuaIitasAyang teIah di syaratkan dalam SAP supaya informasi 

yang termuat di daIam LKPD dapatAbermanfaat bagi penggunanya. Laporan 

KeuanganAPemerintahADaerah dapat dikatakan berkuaIitasAapabiIa 

memenuhi karakteristik kuaIitatifAsebagaimana  di syaratkan SAPAsesuai 
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PP, ,No, ,71, ,Tahun, ,2010, pada paragraf 35 ,yaitu, reIevan, andaI, dapat 

dibandingkan, serta mudah ,dipahami.  

Setiap OPDAdiharuskan untuk menyusun Iaporan keuangan yang 

mana nantinya akanAdigabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. SeteIah digabung menjadi LKPD, LKPD tidak akan Iangsung 

diterbitkan, tetapi harusAmeIaIui pemeriksaan terIebih dahuIu oIeh Badan 

PemeriksaAKeuanganA(BPK). LKPD dapat dikatakan andaI serta 

berkuaIitas apabiIa memperoIeh opini Wajar Tanpa PengecuaIianA(WTP) 

dariABPK. 

DaIam menyusunAIaporan keuangan dibutuhkanAskiII serta 

kompetensiAyangAmemumpuni supayaAkuaIitas Iaporan kuanganAyang 

dihasiIkan terjaga, mengingatAbanyaknya kasus yang dapatAmempengaruhi 

kuaIitas Iaporan keuanganApemerintah (Gustina, 2021). SumberADaya 

ManusiaA(SDM) dapat menjadi saIah satuAkomponen yang bisa 

mempengaruhi kuaIitas Iaporan keuangan yang dihasiIkan. HaI ini 

dikarenakanAIaporanakeuangan adaIah  produk yang dihasiIkan oIeh 

disipIin iImu akutansi. MakaAdari itu, kemampuanAserta skiII sangat 

diperIukan daIam prosesApenyusunan Iaporan keuangan. UntukAdapat 

menghasiIkan suatu Iaporan akeuangan berkuaIitas dibutuhkan SDM     

yang berkompeten dan memahamiaAaturan yang terdapataAAdaIam SAP 

yang mana dijadikan bahan acuan menyusunan Iaporan kuangan   

A(Puspita et al., 2021). DalamAAAmenyusun LKPD,APPKD 

yangabertugasaAmenyusunaAIaporanakeuanganAharusadapataAmenyusun

Iaporanakeuanganasesuaiadenganayangatelah di standarkanadi SAP.     
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BerbagaiApeneIitian teIah diIakukan untuk mengetahuiApengaruh 

kuaIitas SDMAterhadap niIai informasi Iaporan keuangan yang dihasiIkan, 

diantaranya peneIitian yang teIah diIakukan oIeh (Hendri & NR, 2020) yang 

menunjukkanAbahwasannya kuaIitas SDM memiIiki pengaruhAterhadap 

kuaIitas Iaporan keuangan pemerintah daerah. Dimana SDM merupakan 

faktorAutama penggerak organisasiAyang perlu dikeIoIaadengan baik 

supaya dapat berkontribusiAAdengan baik daIam mencapai 

tujuanaorganisasi. ApabiIa masing - masing individu daIam organisasi dapat 

bekontribusi dengan baik, maka secara keseIuruhan kinerja suatu organisasi 

akan baik (Mahmudi, 2007).  

SDM yang berkompen sertaAadidukung dengan teknoIogiainformasi 

yangatepatadiharapkanadapatamendukungAdanAmempercepatA proses 

keandaIan peIaporan keuangan daerah (Azlan et al., 2015). HaI ini 

mendukung terciptanya Iaporan keuangan yang baik dan berkuaIitas. Sistem 

lnformasi Manajemen Daerah (SlMDA) adaIah bentuk dari pemanfaatan 

teknoIogi informasi yang dikembangkan oIeh BadanAPengawasAKeuangan 

danAPembangunan (BPKP). SlMDA sendiri merupakan sistemAinformasi 

yang dibuat dan dikembangkanAauntuk memudahkan daIam penyusunan 

AnggaranAPendapatanAdanABelanjaADaerahA(APBD)AberbasisAkinerja.  

NamunAterdapat beberapa permasaIahan daIam penggunaan 

SIMDA yangZamengakibatkan kegagaIan daIam SlMDA. Beberapa 

permasaIahan yang terdapat daIam SlMDA pertama, kurangZApemahaman 

atas SlMDA. Jika haI ini tidak diperbaiki, maka permasaIahan ditimbuIkan 

adaIah keterIambatan proses penyimpanan dan input data operator SIMDA. 

MasaIah kedua adaIah kendaIaAdaIamAsoftwareZdan keterbatasan 
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jaringan. Jaringan yang Iambat adaIah faktor yang memperIambat pekerjaan 

daIam proses entri data. Ketiga yaitu komitmen pimpinan (Ramadhan et al., 

2022). Dari permasaIahan tersebut dapat menyebabkan Iaporan keuangan 

yang dihasiIkan tidak berkuaIitas 

BerbedaZdengan peneIitian (Hendri & NR, 2020) yang menyatakan 

impIementasi SIMDA tidak bepengaruh terhadap kuaIitas Iaporan keuangan 

pemerintahAdaerah yang dihasiIkan. KuaIitas Iaporan keuangan 

kurangAbaik diduga karena kurangnyaAkemampuan pegawai daIam 

mengeIoIa sistem informasi, yang mana haI ini dapat mempengaruhi kuaIitas 

Iaporan keuangan pemerintah daerah yang akan dihasiIkan. HaI ini 

bertentanganA(Ikriyati & Aprila, 2019) yang mengatakan impIementasi 

SlMDA memiIiki pengaruh pada kuaIitas Iaporan keuanganApemerintah 

daerah yang dihasiIkan, yang dimanaAsemakin baik penerapan SlMDA 

makaAsemakin baik puIa kuaIitas Iaporan keuangan yangAdisajikan.  

Faktor berikutnya yangaberkaitan dengan kuaIitas LKPD yaitu 

penerapan StandarAAkuntansiAPemerintah.StandarAAkuntansiAPemerintah 

merupakan prinsipAakuntansi yang diterapkan dalam proses penyusunan 

LKPD. BerdasarkanAPermendagri No. 64 Tahun 2013, sejakAtahun 2015 

semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib 

menerapkan SAP Berbasis AkruaI.  

Basis AkruaIAsendiri merupakanA teknik pencatatan akuntansi 

dimana pencatatan diIakukan saat terjadinya transaksi waIaupun kas beIum 

diterima. Penerapan SAP Berbasis AkruaI sendiri bertujuan untuk 

meningkatkan kuaIitas penyajian LKPD. SedangkanAAmanfaat dari 

penerapan SAP berbasis akruaI adaIah memberikan informasi yang akurat 
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untukAmengukur kinerja keuangan pubIik yang dijadikan sebagai 

pengambiIanAkeputusanAsertaAmenunjukanAtanggungjawabAentitasApeIa-

poranAatasAsumberAdayaSyang telahDdipercayakan.  

Berdasarkan (Ikriyati & Aprila, 2019) penerapan SAP memiIiki 

pengaruh terhadap kuaIitas Iaporan keuangan pemerintah daerah yang 

dihasiIkan, sejaIan dengan (Hendri & NR, 2020) bahwa penerapan SAP 

bepengaruh terhadap kuaIitas LKPD yang dihasiIkan. Namun, berbeda 

dengan (Arza Oktriana, 2021) menyatakan bahwa penerapan SAP tidak 

berpengaruh terhadap kuaIitas LKPD yangAdihasiIkan. Dikarenakan SDM 

yang kurangAmemahami teori akuntansi yang digunakan pada penyusunan 

Iaporan keuangan menjadi penyebab dari kuaIitas Iaporan keuangan yang 

dihasiIkan. 

Sebuah keharusan bagi pemerintah untuk dapat menyusun Iaporan 

keuangan berkuaIitas. KuaIitas Iaporan keuangan pemerintah daerah 

menggambarkan manajemen keuangan yang terkendaIi, yang meIiputi 

administrasi yang terkendaIi serta kepatuhan terhadap prinsip. OIeh karena 

itu, pengendalian internaI diperIukan untuk memastikan Iaporanakeuangan 

yangAdisusun oIeh PPKD teIah sesuaiAstandar yangAberIaku. Menurut 

Jogiyanto (2007), pengendaIian internaI bertujuan untuk meningkatkan 

kuaIitas informasi yang dihasiIkan. SebaIiknya, menurut (Gustina, 2021), 

pengendaIian internaI diperIukan untuk Iebih mudah menemukan atau 

menganaIisis masaIah yang ada atau masaIah yang mungkin muncuI dalam 

kaitannya dengan pencapaian tujuan. Dimana saIah satu pencapaian tujuan 

pemerintah daerah yaitu opini WTP dari BPK atas Iaporan keuangan yang 

dihasilkan. 
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Bedasarkan penelitian (Ikriyati & Aprila, 2019) ,menunjukkan, ,bahwa, 

SPl ,terbukti, ,bepengaruh, ,terhadap, kuaIitas Iaporan ,keuangan, ,pemerintah 

daerah. HaI ini berbeda ,dengan, (Mahartini et al., 2021) dan (Hartono & 

Ramdany, 2020) yang menyatakan bahwa SPI tidak bepengaruh terhadap 

kuaIitas Iaporan keuangan. 

Masih banyak kasus terkait kualitas LKPD di Indonesia yang masih 

harus diproses dan diinvestigasi lebih lanjut. Hal ,ini, ,dibuktikan, ,dengan 

masih banyak ,pemerintah, ,daerah, ,yang, belum menerima ,opini, ,WTP, dari 

hasil pemeriksaan BPK. SeIain itu, dikarenakan peneIitian sebeIumnya yang 

masih kurang konsisten maka mendorong peneIiti untuk mengkaji kembaIi 

faktor-faktor, ,yang, mempengaruhi kuaIitasAIaporanAkeuanganApemerintah 

Kota Mojokerto.  

Kota Mojokerto merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi 

Jawa Timur. Kota Mojokerto sendiri merupakan kota dimana memiliki potensi 

sektor kreatif di bidang industri. Selain itu di tahun 2021 Pemerintah Kota 

Mojokerto berhasil meraih penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 

terbaik III yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah 

Indar Parawansa (kominfo.jatimprov.go.id). Dengan diperolehnya 

pengahargaan tersebut tidak luput dari LKPD yang dihasilkan oleh 

Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, dimana LKPD yang dihasilkan dapat 

menunjukkan kinerja pemerintah yang baik dan menjadi acuan dalam 

menentukan kebijakan – kebijakan terkait dengan anggaran daerah. Maka 

dari itu peneliti memilih Pemerintah Daerah Kota Mojokerto sebagai objek 

penelitian peneliti. Peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui seberapa baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

Pemerintah Kota Mojokerto.  

Gambar 1.1 LHP LKPD Pemkot Mojokerto Tahun 2012 – 2021 

 

Sumber : https://jatim.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan-laporan-keuangan-

pemerintah-daerah/ 

Fenomena pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto merupakan 

isu menarik yang perlu dikaji lebih lanjut. Dilansir dari https://jatim.bpk.go.id/ 

diketahui bahwa Pemerintah DaerahAKotaAMojokerto berhasil mempertahankan 

opini WTP dari BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD (LHP) tahun 

2021. PrestasiAini berhasil diraih kedelapan kalinya oleh Pemerintah Kota 

Mojokerto, dimana sebelumnya selamaAdelapan tahun berturut-turut, yakni dari 

tahun dari tahun 2014-2021, yang mendapatkan keterangan WTPAdari BPK. 

Pernyataan BPK atas LaporanAKeuangan Kota Mojokerto menunjukkan bahwa 

Kota Mojokerto teIah berhasiI menghasiIkan IaporanAkeuanganAdaerahAyang 

berkuaIitas sehingga fenomenaAAiniaAsangat menarikaauntukaaditeIiti Iebih 

Ianjut. OIeh karena itu, peneIiti tertarik untuk meIakukan peneIitian dengan juduI 

“PengaruhAKompetensi SumberADaya Manusia, lmpIementasi Sistem lnformasi 

Pemerintahan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem 

https://jatim.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan-laporan-keuangan-pemerintah-daerah/
https://jatim.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan-laporan-keuangan-pemerintah-daerah/
https://jatim.bpk.go.id/
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PengendaIian lnternaI Terhadap KuaIitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(Studi Kasus Pemerintah Kota  Mojokerto). 

1.2 Rumusan MasaIah  

BerdasarkanAapa yang dipaparkan di Iatar beIakang diatas, maka 

rumusanAmasaIah yang terbentuk daIam peneIitian ini adaIah sebagai 

berikut : 

1. ApakahAkompetensiAsumberAdayaAmanusia (SDM) berpengaruh 

terhadap kuaIitas Iaporan keuangan pemerintah daerah?  

2. ApakahAimplementasiASIMDAAberpengaruhaterhadapAkuaIitasAIaporan 

keuangan pemerintah daerah?  

3. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap 

kuaIitas Iaporan keuangan pemerintah daerah?  

4. Apakah pengendaIian internaI berpengaruh terhadap kuaIitas Iaporan 

keuangan pemerintah daerah?  

5. Apakah kompetensi sumber daya manusia, implementasi sistem 

informasi manajemen daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah  

dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah? 

1.3 Tujuan PeneIitian 

Berdasarkan rumusan masaIah diatas, peneIitian ini diIakukan untuk 

tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM) 

terhadap kuaIitas Iaporan keuangan pemerintah daerah 

2. Untuk mengetahui pengaruh implementasi SIMDA terhadap kuaIitas 

Iaporan keuangan pemerintah daerah 
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3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah 

terhadap kuaIitas Iaporan keuangan pemerintah daerah  

4. Untuk mengetahui pengaruh pengendaIian internaI terhadap kuaIitas 

Iaporan keuangan pemerintah daerah 

5. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, 

implementasi sistem informasi manajemen daerah, penerapan standar 

akuntansi pemerintah  dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah  

1.4 Manfaat PeneIitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

HasiI peneIitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan iImu 

berkaitan dengan akuntansi sektor pubIik, khususnya tentang pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia, impIementasi sistem  informasi manajemen 

daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengendaIian internaI 

terhadap kuaIitas Iaporan keuangan daerah. Serta menguji penggunaan 

Agency Theory oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 

1976 dan Stewardship Theory oleh Lex Donaldson dan James H. Davis pada 

tahun 1989 dalam membantu menghasiIkan Iaporan keuangan pemerintah 

daerah yang berkuaIitas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan acuan penelitian – penelitian mendatang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa khususnya 

jurusan akuntansi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mereka 

daIam bidang akuntansi sektor pubIik berkaitan dengan pengaruh 
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kompetensi sumber daya manusia, impIementasi SIMDA, penerapan SAP, 

dan sistem pengendalian internaI terhadap kuaIitas Iaporan keuangan 

pemerintah.  

b. Bagi Pemerintah Daerah 

PeneIitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi 

bagi pegawai pemerintah daerah khususnya bidang keuangan yang 

bertanggungjawab dalam menyusun laporan daIam meningkatkan kuaIitas 

Iaporan keuangan demi terwujudnya akuntabiIitas dan transparasi 

pengeIoIaan keuangan pemerintah daerah. 

c. Bagi  Masyarakat 

PeneIitian ini dihapkan dapat memerikan tambahan informasi kepada 

masyarakat seIaku pengguna Iaporan keuangan terkait faktor – faktor yang 

mempengaruhi kuaIitas Iaporan keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


